ABSTRAK

Praperadilan merupakan salah satu bentuk kontrol pengawasan terhadap tindakan
penegak hukum dalam hal ini Penyidik dam Penuntut Umum dalam
penyidikan/penuntutan sebagai sarana dalam melakukan pemeriksaan dan tuntutan.
Wewenang dan tujuan praperadilan adalah agar para pihak yang menjadi korban
dilindungi hak asasinya sebagai Tersangka atau Terdakwa dan agar tidak terjadi
tindakan upaya paksa terhadap korban. Di dalam KUHAP diatur tentang hak asasi
seorang Tersangka atau Terdakwa yang mana hal ini sesuai dengan amanat yang
tersirat dalam KUHAP. Dimana terdapat beberapa pasal yang mengatur hak
tersebut, yaitu salah satu poin dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 82 ayat (4)
wewenang praperadilan adalah mengenai ganti rugi dan ganti rugi juga secara
khusus diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Pokok permasalahan dalam skirpsi ini
adalah apakah pertimbangan hakim dalam Praperadilan mengenai permohonan
ganti kerugian karena putusan bebas yang pada amarnya ditolak oleh hakim sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dalam penelitian ini
menggunakan peraturan mengenai ganti rugi yang diatur secara khusus dalam Pasal
95 KUHAP dan mengenai pelaksanaan ganti kerugian diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Tuntutan ganti rugi dapat di praperadilankan
apabila Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana ditangkap, ditahan, dituntut, dan
diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-
Undang, Kesimpulan penelitian ini adalah Hakim telah keliru dalam
mepertimbangkan permohonan ganti kerugian sehingga seharusnya tuntutan ganti
kerugian ini dapat dikabulkan oleh hakim.
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